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Regulasi menjadi bagian vital 
dalam suksesi pemilu di Indo-
nesia. Pembuat undang-  
undang menyadari hal terse-

but sehingga senantiasa berikhtiar 
memperbaikinya dalam mewujudkan 
penyelenggaraan pemilu yang ber-
integritas. Karena hal itu, seringkali 
penyelenggara pemilu dihadapkan 
pada perubahan undang-undang 
menjelang proses pelaksanaan tahap-
an pemilu. Hal itu menjadi tantangan 
tersendiri bagi Penyelenggara pemilu 
sebagai gerbang utama dalam suksesi 
pemilu yang. Selain dituntut bekerja 
sesuai dengan prinsip-prinsip penye-
lenggaraan pemilu, juga dituntut 
cepat dalam menyesuaikan dengan  
ketentuan undang-undang yang baru 
tiap kali menjelang pemilu. 

Menghadapi adanya perubahan 
undang-undang yang kemudian di- 
tetapkan dalam undang-undang 
nomor 7 tahun 2017, DKPP segera 
mempelajarinya. Hal itu bertujuan 

untuk menyesuaikan dengan peratur-
an DKPP yakni kode etik penyeleng-
gara pemilu dan pedoman beracara. 
Kode etik dan pedoman beracara 
menjadi hal yang krusial untuk 
dibahas dan kemudian disesuaikan 
dengan norma yang berlaku.

Ada tiga isu strategis yang diang-
gap penting dalam penyusunan kode 
etik yang disesuaikan dengan norma 
yang baru. Pertama, perubahan pe- 
ngertian atau istilah Penyelenggara 
Pemilu, Ketentuan Umum Pasal 1 
angka 7 belum mencakup pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota. Me- 
nurutnya, dalam rancangan peraturan 
DKPP perlu dilengkapi pengertian 
Gubernur, Bupati dan Walikota se- 
bagaimana diatur dalam UU No. 10 
Tahun 2016. Kedua, yakni review 
Peraturan Bersama  KPU, Bawaslu, 
dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 
tentang kode etik penyelenggara 
pemilu. Ida mengatakan bahwa tidak 
ada perombakan yang significant, 
hanya ditata ulang dan menambah-
kan yang dipandang perlu, diantara-
nya sanksi. Ketiga yakni pengalaman 
berharga penyelenggara pemilu.

Selain membahas isu strategis 
kode etik penyelenggara pemilu, 
DKPP juga menyoroti isu strategis 
dalam pedoman beracara yang juga 
terdapat tiga hal. Pertama, Prosedur 
Pengaduan dan/atau Laporan. Kedua, 
Prosedur Pemeriksaan dan ketiga ten-
tang Tim Pemeriksa Daerah. g                    
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Pilkada DKI Jakarta Sukses

Setelah sukses pelaksaan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubenur DKI 
Jakarta tahun 2017,  KPU Provinsi 
DKI Jakarta memberikan apresiasi 

kepada para pihak. Yaitu yang dikemas 
dalam acara malam penghargaan bagi 
Penyelenggara dan stake holders dalam 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
DKI Jakarta Tahun 2017, di Hotel Bidakara, 
Jakarta, Selasa (8/8/2017) pukul 20.00 
WIB.

Anggota Dewan Kehormatan Penye-
lenggara Pemilu yang hadir Prof Muham-
mad, Ida Budhiati, dan Hasyim Asyari. 
Hadir pula Hadar Nafis Gumay, Ferry 
Rizky Kurniansyah, anggota KPU periode 
2012-2017, Juri Ardintoro, ketua KPU 
periode 2016-2017. Calon Gubernur DKI 
Jakarta terpilih Anies Baswedan turut 
menyaksikan semaraknya acara. 

Acara ini dibuka oleh Ketua KPU DKI 
Jakarta Sumarno. Dia mengatakan, 
acara ini sebagai bentuk apresiasi bagi 
penyelenggara Pilgub DKI 2017 dan stake 
holders yang telah berjasa dalam menyuk-
seskan acara pelaksanaan Pilkada DKI 
Jakarta 2017.

“Malam ini kami akan memberikan 
apresiasi kepada seluruh penyelenggara 
dan stake holder. Pemberian apresiasi itu 
diberikan atas kontribusi selama Pilkada 
di DKI Jakarta Tahun 2017,” kata Sumarno 
dalam sambutannya.

Hasyim Asy’ari mewakili ketua KPU 
RI menerima penghargaan dari KPU DKI 
Jakarta. KPU RI telah berjasa memberikan 
bimbangan dan arahan serta dukungan 
terhadap pelaksanaan Pilkada DKI Jakar- 
ta. Sementara Ida Budhiati menerima 
penghargaan lifetime achievement. 

Hasyim didaulat  untuk menyerahkan 
piagam penghargaan kepada stake hold- 
ers. Prof Muhammad menyerahkan pia-
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gam penghargaan kepada petugas KPPS 
penyandang disabilitas. Acara ini dime- 
riahkan oleh artis ibu kota Iis Dahlia. 

Dalam sambutannya, Hasyim Asy’ari 
mengapresiasi terhadap pelaksanaan 
tahapan Pilkada di DKI Jakarta yang telah 
berjalan dengan lancar dan tertib. Acara 
ini sangat penting, karena kerja-kerja 
Pemilu termasuk berat terlebih DKI Jakar-
ta merupakan satu-satunya daerah yang 
dimungkinkan adanya Pilkada dua putar- 
an. Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkada 
tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri 
tanpa kerja sama dengan para penyeleng-
gara dari mulai tingkat provinsi hingga 
KPPS. Begitu juga Bawaslu DKI hingga 
pengawas mengawal Pemilu.Peran 
dukungan dan fasilitasi dari pemerintah 
juga sangat besar terhadap pelaksanaan 
Pilkada. 

“Semoga apa yang kita kerjakan se- 
mua menjadi amal jariah kita terutama 
dalam pengembangan demokrasi kita,” 
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kata Hasyim yang juga ex officio DKPP. 
Dia menerangkan ada dua indikator 

kesuksesan Pemilu. Pertama, adanya 
partisipasi. Dan pada pelaksanaan Pilkada 
DKI Jakarta bahwa partisipasi sangat ting-
gi, bahkan terjadi peningkatan partisipasi 
pada putaran kedua. Target partisipasi 
pemilih dalam Pilkada DKI 75 persen, se- 
mentara partisipasi lebih dari 77 persen. 
“Kesuksesan ini tidak lepas dari peran 
semua pihak,” katanya.  

Kedua, kompetisi. Kehadiran para 
pasangan calon dalam Pemilu menjadi 
sesuatu yang sangat penting. Dengan 
adanya pasangan calon, persaingan atau 
kontestasi menjadi terlihat dibanding 
dengan Pilkada dengan pasangan calon 
tunggal, meski Pilkada dengan calon 
tunggal juga diperbolehkan. “Oleh karena 
itu, apresiasi terhadap pasangan calon 
menjadi sesuatu kita sampaikan dan beri-
kan penghormatan,” katanya.  g                    

Teten Jamaludin

Alfitra Perkenalkan DKPP Pada Panwas Se-Jakarta

Pemilu adalah salah satu sarana 
untuk mewujudkan kedaulatan 
rakyat sehingga perlu orang-
orang baik yang menjalankan atau 

merawat kedaulatan. Hal ini disampaikan 
oleh anggota Dewan Kehormatan Penye-
lenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salam 
dalam acara Bimbingan Teknis Bagi Pani-
tia Pengawas Pemilu Kab/Kota se- Provin-
si DKI Jakarta yang diselenggarakan di 
Hotel Mercure Ancol, Sabtu (26/8).

“Filosofi dari pemilu adalah bagaima-
na kedaulatan itu bisa berjalan dengan 
baik dan ada suara-suara rakyat. Karena 
itu kedaulatan rakyat harus dijaga dan 
dirawat sehingga perlu orang-orang yang 
menjaga dan merawat kedaulatan itu 
adalah orang-orang yang benar,” sam-

bungnya.
Dihadapan Panwaslu Kab/Kota 

se- Provinsi DKI Jakarta, Alfitra men-
jelaskan awal mula terbentuknya DKPP. 
Awal terbentuknya dimulai dari Dewan 
Kehormatan KPU (DK KPU) pada tahun 
2012 namun masih bersifat adhoc. Seiring 
berjalannya waktu, DK KPU bertrans-
formasi menjadi Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tahun 
2012. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 
155 DKPP dibentuk untuk memeriksa dan 
memutus aduan dan atau laporan dugaan 
pelanggaran kode etik yang dilakukan 
penyelenggara Pemilu dari pusat sampai 
tingkat Kabupaten/Kota.

“Kedepannya  kode etik dan pedoman 
berperilaku akan menjadi satu sehingga 

jelas mana yang dilarang, mana yang 
dibenarkan didalam keseharian sebagai 
penyelenggara pemilu,” jelas pria yang 
juga aktif sebagai peneliti LIPI.

Sebagai pembelajaran kepada Panwas 
yang baru saja dilantik, Alfitra juga men-
yampaikan beberapa kasus pelanggaran 
kode etik yang diterima DKPP untuk 
penyelenggara di DKI Jakarta. Berdasar-
kan data sekretariat DKPP, terdapat 
sepuluh aduan dan telah diputus untuk 
penyelenggara Pemilu DKI Jakarta. “Sejak 
tahun 2012 sudah sepuluh aduan yang 
diterima untuk penyelenggara Pemilu 
di DKI Jakarta dan kiranya ini bisa jadi 
pembelajaran untuk kita semua,” ungkap 
Alfitra. g

            
Prasetya Agung N
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Ini Isu-Isu Strategis Dalam Peraturan 
Kode Etik dan Pedoman Beracara DKPP
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Undang-undang Nomor 7 Tahun 
2017 telah resmi diundangkan 
pada 16 Agustus 2017 lalu. 
Menyikapi ditetapkannya un-

dang-undang tersebut, DKPP memba-
has isu-isu strategis di dalamnya untuk 
kemudian disesuaikan dengan Peratur-
an DKPP tentang Kode Etik Penyeleng-
gara Pemilu dan Pedoman Beracara. 
Pembahasan isu-isu strategis, dilakukan 
dalam forum Tripartit. Berbeda dengan 
sebelumnya, Tripartit yang beragenda 
pembahasan isu-isu strategis ini tidak 
saja dihadiri ketua dan anggota DKPP, 
KPU dan Bawaslu periode 2017-2022. 
Juga ketua dan anggota KPU, Bawaslu 
dan DKPP periode 2012-2017. Hadir 
dalam kesempatan tersebutu yakni 
Prof Anna Erliyana, Valina Singka 
Subekti, Nur Hidayat Sardini dan Saut 
Hamonangan Sirait selaku anggota 
DKPP dengan masa bhakti 2017-2022. 
Kemudian dari KPU periode 2012-2017 
hadir Juri Ardiantoro, Ferry Rizkiyan-
syah, dan Hadar Nafis Gumay. Untuk 
Bawaslu periode 2012-2017 hadir En-
dang Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron 
dan Nelson Simanjuntak.

Dalam forum tersebut, anggota 
DKPP Ida Budhiati menjelaskan 
ada tiga isu strategis terkait dengan 
perubahan peraturan DKPP tentang 
kode etik yang ingin dibahas. Pertama 
Penyesuaian UU No.7 Tahun 2017, 
kedua review Peraturan Bersama  

Tiga isu strategis terkait dengan perubahan peraturan DKPP 
tentang kode etik yang ingin dibahas. 
Pertama Penyesuaian UU Nomor 7 Tahun 2017. 
Kedua review Peraturan Bersama  KPU, Bawaslu, dan DKPP 
Nomor 13,11,1 Tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilu. 
Ketiga tentang pengalaman berharga penyelenggara pemilu.

KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 
13,11,1 Tahun 2012 tentang kode etik 
penyelenggara pemilu. Ketiga tentang 
pengalaman berharga penyelenggara 
pemilu. 

Menurut Ida, terkait dengan isu 
strategis tentang penyesuaian UU 
No.7 Tahun 2017 terdapat beberapa 
hal yang penting untuk dibahas.  
Pertama, perubahan pengertian 
atau istilah Penyelenggara Pemilu, 
Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 
belum mencakup pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Walikota.  Menurutnya, 
dalam rancangan peraturan DKPP perlu 
dilengkapi pengertian Gubernur, Bupati 
dan Walikota sebagaimana diatur 
dalam UU No. 10 Tahun 2016. 

“Terhadap perubahan pengertian 
atau istilah penyelenggara pemilu, 
dalam perubahaan peraturan DKPP 
nanti akan mengadopsi definisi 
Penyelenggara Pemilu dari UU Nomor 7 
Tahun 2017. Sebelumnya, berdasarkan 
UU Nomor 15 Tahun 2012 definisi 

” Sebelumnya, 
berdasarkan UU 

Nomor 15 Tahun 2012 
definisi 

Penyelenggara Pemilu 
itu hanya disebut 

KPU dan Bawaslu. 
Dalam UU Nomor 7 

Tahun 2017 disebutkan 
Penyelengara Pemilu adalah 

KPU, Bawaslu, dan DKPP 
sebagai satu kesatuan 

fungsi.
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Tiga isu strategis terkait dengan perubahan peraturan DKPP 
tentang kode etik yang ingin dibahas. 
Pertama Penyesuaian UU Nomor 7 Tahun 2017. 
Kedua review Peraturan Bersama  KPU, Bawaslu, dan DKPP 
Nomor 13,11,1 Tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilu. 
Ketiga tentang pengalaman berharga penyelenggara pemilu.

Dr. Harjono, SH., MCL
Ketua DKPP RI

D
K

P
P

/ I
R

M
AW

A
N

TI

”Kami (DKPP) 
memandang perlu 
untuk melengkapi 
keterangan sanksi 
yang disesuaikan 

dengan 
putusan DKPP

 yang sudah 
berkontribusi 
menambah 

varian-varian baru 
terhadap 

penyelenggara 
pemilu 

yang terbukti 
melanggar 
kode etik.

Penyelenggara Pemilu itu hanya disebut 
KPU dan Bawaslu. Dalam UU Nomor 7 
Tahun 2017 disebutkan Penyelengara 
Pemilu adalah KPU, Bawaslu, dan 
DKPP sebagai satu kesatuan fungsi,” 
jelas Ida dalam forum Tripartit di hotel 
Amaroossa Bogor, Rabu (30/9).

Ida juga menambahkan bahwa 
definisi DKPP juga berubah. Semula, 
berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 
2011 DKPP didefinisikan sebagai 
lembaga yang memiliki satu kesatuan 
fungsi dengan penyelenggara pemilu. 
Kemudian, dalam Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan  bahwa 
DKPP adalah lembaga yang bertugas 
manangani pelanggaran kode etik 
penyelenggara pemilu. 

Selain itu, Ida juga memaparkan 
bahwa ada perubahan pengertian 
atau istilah terhadap Penyelenggara 
Pengawas Pemilu pada Pasal 1 angka 
19, 20, 21, 23 dalam UU No. 7 Tahun 
2017. 

“Perubahan struktur kelembagaan 
Bawaslu di tingkat Kabupaten/ Kota 
yang bersifat permanen, tidak lagi 
Ad Hoc. Tidak lagi disebut Panitia 
Pengawas Pemilu namun sebagai 
Badan Pengawas Pemilu. Kemudian 
juga terkait dengan Panitia Pengawas 
Lapangan yang sekarang disebut 
Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan 
atau Desa. Kemudian, dibentuk satu 
lagi organ di tingkat TPS,” terang Ida.

Ida juga menyoroti perubahan asas 
dan prinsip Penyelenggara Pemilu. 
Dia menuturkan dalam Pasal 2 yang 
mengatur asas pemilu langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 
Kemudian, Pasal 3 mengatur prinsip 
penyelenggara pemilu. Namun, 
menurut Ida, prinsip penyelenggara 

pemilu dalam UU Nomor 7 tahun 
2017 belum mencantumkan prinsip 
kepentingan umum, dan aksesibilitas, 
untuk itu dia menilai bahwa dalam 
perubahan peraturan DKPP perlu 
melengkapinya. Hal itu bertujuan agar 
penyelenggara Pemilu lebih memahami 
prinsip-prinsip pemilu. 

Isu kedua yakni review Peraturan 
Bersama  KPU, Bawaslu, dan DKPP 
Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang 
kode etik penyelenggara pemilu. 
Ida mengatakan bahwa tidak ada 
perombakan yang significant, hanya 
ditata ulang dan menambahkan yang 
dipandang perlu, diantaranya sanksi.

“Kami (DKPP) memandang perlu 
untuk melengkapi keterangan sanksi 
yang disesuaikan dengan putusan 
DKPP yang sudah berkontribusi 
menambah varian-varian baru 
terhadap penyelenggara pemilu yang 
terbukti melanggar kode etik. Itu 
Kami tuangkan dalam bab IV, khusus 
mengatur tentang sanksi. Di undang-
undang mengatur ada tiga jenis sanksi, 
yakni teguran tertulis, pemberhentian 
sementara, dan pemberhentian tetap,” 
ujar Ida.

Lebih jauh dijelaskan tentang 
sanksi, Ida menyampaikan bahwa pada 
sanksi peringatan tertulis terdapat 
variannya, yaitu peringatan atau 
peringatan keras. Begitu pun dengan 
pemberhentian, juga terdapat varian 
yakni pemberhentian tetap dari jabatan 
ketua atau pemberhentian tetap 
sebagai anggota. 

Selanjutnya, isu strategis yang 
ketiga yakni pengalaman berharga 
penyelenggara pemilu. Terhadap isu 
ini, Ida menyoroti perkara dugaan 
pelanggaran kode etik Ketua dan 
Anggota KPU Provinsi DKI serta 
Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 
yang menerima honorarium 
sebagai narasumber dari peserta 
pilkada. Menurutnya, dalam rangka 
menjaga kehormatan penyelenggara 
pemilu perlu diatur larangan  bagi 
penyelenggara pemilu menerima 
honorarium dari peserta pemilu. 
Oleh DKPP, kemudian hal tersebut 
dirumuskan dalam rancangan Peraturan 
DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Penyelenggara Pemilu Pasal 
8 huruf h dan huruf i. Pasal 8 huruf h 
bunyinya “Menolak untuk menerima 
uang, barang, dan/atau jasa, janji atau 
pemberian lainnya  dalam kegiatan 
tertentu secara langsung  maupun  tidak  
langsung  dari  peserta Pemilu, calon 
anggota DPR , DPD, DPRD, dan tim 
kampanye; dan huruf i.” 

Adapun bunyi dari Pasal 8 huruf i 
adalah “Menolak untuk menerima uang, 
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barang, dan/atau jasa atau pemberian 
lainnya  secara langsung  maupun  tidak  
langsung  dari  perseorangan atau 
lembaga yang bukan peserta pemilu 
dan tim kampanye yang bertentangan 
dengan asas kepatutan dan melebihi 
batas maksimum yang diperbolehkan 
menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan”

Selain isu strategis Peraturan DKPP 
tentang Kode Etik Penyelenggara 

Pemilu. DKPP juga membahas isu-isu 
strategis Peraturan DKPP tentang 
Pedoman Beracara. Terdapat tiga isu 
strategis yang dianggap penting oleh 
DKPP. Pertama tentang Prosedur 
Pengaduan dan/atau Laporan, kedua 
Prosedur Pemeriksaan. Ketiga, Tim 
Pemeriksa Daerah. 

“Ibu dan bapak, yang pertama kita 
bisa lihat diketentuan Pasal 159 huruf 
a dan b disitu disebutkan bahwa DKPP 

bertugas menerima aduan dan/ atau 
laporan dugaan pelanggaran kode 
etik yang dilakukan penyelenggara 
pemilu dengan melakukan serangkaian 
kegiatan penyelidikan, verifikasi dan 
pemeriksaan atas aduan atau laporan 
dugaan pelanggaran kode etik yang 
dilakukan penyelenggara pemilu. Jika 
melihat pasal ini, maka otoritas DKPP 
untuk semua dugaan pelanggaran kode 
etik yang dilakukan oleh penyelenggara 
pemilu di semua tingkatan,” tutur Ida.

Kemudian di Pasal 93 huruf h 
mengatakan bahwa tugas Badan 
Pengawas Pemilu antara lain 
menyampaikan dugaan pelanggaran 
kode etik penyelenggara pemilu 
kepada DKPP. Selain itu dalam Pasal 
94 ayat (2) huruf c juga disebutkan 
Bawaslu bertugas menentukan dugaan 
pelanggaran kode etik penyelenggara 
Pemilu. Pasal 136 ayat 2 mengatur 
pemberhentian anggota Panwaslu 
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/
Desa didahului dengan verifikasi oleh 
Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan 
aduan penyelenggara Pemilu, Peserta 
Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, 
dan/atau Pemilih.

“Memahami pasal-pasal ini, dalam 
paham kami maka ada beberapa pintu 
bagi peserta pemilu, masyarakat dan 
pemilih untuk menyampaikan aduan 
terkait dengan dugaan pelanggaran 

Ida Budhiati, SH., MH
Anggota DKPP RI
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kode etik penyelenggara pemilu. 
Pengadunya sudah jelas disebut peserta 
pemilu, tim kampanye, masyarakat, 
pemilih, dan penyelenggara pemilu,” 
jelas Ida.

“Memahami wewenang Bawaslu 
Kab/Kota maka Bawaslu Kab/Kota 
itu juga bisa menerima pengaduan 
dari masyarakat terkait dengan 
dugaan pelanggaran kode etik 
penyelenggara pemilu. Kami mencoba 
untuk menguraikan norma yang ada 
di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. 
Apabila dugaan kode etik dilakukan 
oleh anggota KPU RI, KPU Provinsi, 
KPU Kab/Kota, Bawaslu RI, Bawaslu 
Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota maka 
pengaduan disampaikan langsung 
kepada DKPP,” imbuhnya.

Lebih lanjut Ida menjelaskan bahwa 
apabila pengaduan dugaan pelanggaran 
kode etik dilakukan pada tingkat Ad 
Hoc, maka pengaduan bisa ke DKPP 
atau Bawaslu Kab/Kota. Menurut Ida, 
hal tersebut sesuai dengan pasal 136 
ayat 3. Kemudian jika pelanggaran 
dilakukan oleh penyelenggara pemilu di 
luar negeri maka pengaduannya dapat 
ditujukan kepada DKPP atau Bawaslu, 
sebagaimana ketentuan Pasal 93 dan 
94 dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. 
Namun, jika pelanggaran diketahui 
sendiri oleh atasannya, maka atasannya 
setelah melalui proses verifikasi dapat 
mengajukan laporan ke DKPP.

”Ibu dan bapak, isu yang kedua 
tentang prosedur pemeriksaan. 
Ketentuan Undang-undang Nomor 7 
Tahun 2017 memberikan wewenang 
kepada DKPP, KPU, Bawaslu, KPU 
Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/ 
Kota untuk melakukan pemeriksaan 

dan memutus dugaan pelanggaran 
kode etik. Selain itu diatur juga 
wewenang Tim Pemeriksa Daerah 
untuk memeriksa dan dapat memutus 
dugaan pelanggaran kode etik 
ditingkat Ad Hoc yakni PPK, PPS, 
KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 
Kelurahan/Desa, Pengawas TPS,” tutur 
Ida.       

Dalam ketentuan Pasal 158 ayat 
(1) menyebutkan DKPP bersidang 
untuk melakukan pemeriksaan 
dugaan pelanggaran kode etik yang 
dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu 
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ 
Kota. Sehingga dugaan pelanggaran 
kode etik yang ditangani langsung oleh 
DKPP yakni KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu 
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota. 
Selain itu penyelenggara pemilu luar 
negeri juga diperiksa oleh DKPP.         

Selanjutnya, berkaitan dengan 
penyelenggara pemilu ditingkat Ad 
Hoc diatur dalam Pasal 74 ayat (2) dan 
(4) yang mengatur pemberhentian 
anggota PPK, PPS dan KPPS 
didahului dengan verifikasi oleh KPU 
Kabupaten/Kota. Dalam hal rapat 
pleno KPU Kabupaten/Kota memutus 
pemberhentian, anggota yang 
bersangkutan diberhentikan sementara 
sebagai PPK, PPS, KPPS sampai 
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dengan diterbitkannya keputusan 
pemberhentian.   

“Jadi, maknanya di Pasal 74 ayat 2 
dan 4. Jika yang diduga melanggar kode 
etik itu adalah penyelenggara Ad Hoc, 
diberikan kewenangan kepada KPU 
dan Bawaslu Kab/Kota untuk memutus. 
Namun hanya sampai pada sanksi 
pemberhentian sementara. Sampai 
dengan diterbitkannya keputusan 
pemberhentian. Bagitu pun dengan 
PPLN dan KPPLN. Jika kemudian 
pelanggaran kode etik yang dilakukan 
terbukti berat, maka dapat direfer ke 
DKPP untuk sanksi pemberhentian 
tetap,” jelas Ida.                                                                                                                             

“Isu yang ketiga yakni tentang Tim 
Pemeriksa Daerah. Awalnya ini adalah 
bentukan dari DKPP yang kemudian 
di normakan oleh pembuat undang-
undang yakni DPR dan pemerintah. 
Tim Pemeriksa Daerah dalam Pasal 164 
ayat (1) dan (2) menyebutkan, dalam 
melaksanakan tugasnya DKPP dapat 
membentuk Tim Pemeriksa daerah 
di setiap provinsi yang bersifat ad hoc 
masing-masing berjumlah 4 orang,” 
imbuhnya.

Jumlah TPD 4 orang terdiri dari 
sekurang-kurangnya 1 orang unsur 
DKPP, 1 orang unsur KPU Provinsi, 1 
orang unsur Bawaslu Provinsi, dan 1 
orang unsur masyarakat. g                    

Irmawanti

Mengurai norma yang ada di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. 
Apabila pengaduan dugaan pelanggaran kode etik 
dilakukan pada tingkat Ad Hoc, 
maka pengaduan bisa ke DKPP atau Bawaslu Kab/Kota.
Hal tersebut sesuai dengan pasal 136 ayat 3.
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DKPP Hadiri Simulasi Pemilu Serentak

Pagi itu, sinar matahari tampak 
cerah. Warga Desa Sidang 
Sono Kecamatan Sidangjaya, 
Kabupaten Serang, Provinsi 

Banten sudah berduyun-duyun ke 
lokasi tempat pemungutan suara (TPS). 
Mereka akan menggunakan hak pilihn-
ya. Namun bukan dalam pelaksanaan 
Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur 
Banten. Karena Pilkada Gubenur dan 
Wakil Gubenur di tanah jawara sudah 
dilaksanakan pada awal 2017 serentak 
dengan 100 daerah lainnya. Bukan 
pula untuk memilih Bupati dan Wakil 
Bupati Banten. Mereka akan mengikuti 
Simulasi Nasional Pemungutan dan 
Penghitungan Suara dalam Rangka 
Menghadapi Pemilu Serentak 2019.    

Dalam simulasi ini, tampak antusi-
asme pemilih yang ingin menggunakan 
hak pilihnya. Ada orang tua. Namun 
tidak sedikit juga yang masih muda na-
mun sudah memiliki hak suara. Mereka 
rela mengantre daftar di Tempat Pemu-
ngutan Suara (TPS). Menunggu giliran 
dipanggil oleh panitia. Lalu mencoblos 
surat suara. Para pemilih yang sudah 
menggunakan hak pilihnya kemudian 
mencelupkan salah satu jarinya ke 
dalam tinta yang telah disediakan oleh 
KPPS. Simulasi ini layaknya seperti 
pemungutan suara dalam Pemilu se-
benarnya. Ada bilik suara, surat suara, 
kotak suara dan lain-lain.

Anggota Dewan Kehormatan Penye-
lenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salamm 

menghadiri acara ini. Acara yang ber-
tempat di Lapangan Bola Kelapa Dusun 
Kalapa Desa Sindang Sono Kecamatan 

Sindang Jaya Kabupaten Tangerang 
Provinsi Banten ini dimulai pukul 07.00 
WIB. 

”Banyak Manfaat 
dari acara simulasi ini. 
Pertama, untuk mem

bedakan Pemilu sebelumnya 
dengan Pemilu yang akan 

dilaksanakan nanti. 
Kedua, ada relevansinya 
dengan yang pertama, 

dengan simulasi ini 
akan mengetahui 

berapa lama waktu yang 
digunakan oleh pemilih 

selama di Tempat 
Pemungutan Suara. 

Ketiga, simulasi ini sebagai 
media sosialisasi tata cara 
pemilihan kepada pemilih, 
fungsionaris partai politik

Alfitra bersama dengan Ketua KPU 
RI Arief Budiman, dan Anggota Evi 
Novida Ginting Manik, Ilham Saputra, 
Viryan meninjau TPS. Hadir pula bupati 
setempat, Ahmed Zaki Iskandar dan 
unsur muspida. 

Arif Budiman menyampaikan bahwa 
perlunya acara simulasi ini. Dengan 
simulasi ini untuk mengukur berupa 
lama waktu yang dibutuhkan oleh 
seorang pemilih selama di tempat 
pemungutan suara. Dengan demikian, 
pihaknya bisa memformulasikan dalam 
bentuk Peraturan KPU. Selain itu, pihak 
keamanan pun akan bisa mengukur 
baik personil maupun beban biaya da-
lam mengamankan setiap TPS.     

Alfitra Salamm mengapresiasi 
terhadap KPU dalam acara simulasi 
ini. Menurutnya, ada banyak manfaat 
dari acara simulasi ini. Pertama, untuk 
membedakan Pemilu sebelumnya 
dengan Pemilu yang akan dilaksanakan 
nanti. Pasalnya, Pemilu 2019 nanti tidak 
hanya memilih anggota legislatif akan 
tetapi juga memilih Presiden. Kedua 
ada relevansinya dengan yang pertama, 
dengan simulasi ini akan mengetahui 
berapa lama waktu yang digunakan 
oleh pemilih selama di Tempat Pe-
mungutan Suara. Ketiga, simulasi ini 
sebagai media sosialisasi tata cara 
pemilihan kepada pemilih, fungsionaris 
partai politik. “Kami dari DKPP sangat 
mendukung,” tutupnya.g                    

Teten Jamaludin
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Pilkada Serentak yang digelar 
untuk memilih bupati dan wakil 
bupati di Kabupaten Bombana, 
Sulawesi Tenggara 15 Pebruari 

2017 lalu masih menyisakan sejumlah 
persoalan.  

Untuk diketahui Pilkada Kab. Bom- 
bana diikuti oleh dua  pasangan yakni 
pasangan no urut 1, H Kasra Jaru Mu- 
nara - H Man Arfa (Berkah) dan pasang- 
an no urut 2, H. Tafdil-Johan Salim (Ber-
tahan). Hasil yang diperoleh paslon no 
urut 1 adalah 49.22% atau 39.727 suara 
sedangkan paslon no urut 2 memeroleh 
50.78% atau 40.993 suara. Selisih suara 
mencapai 1,56 persen atau 1.266 suara.   

Atas hasil tersebut paslon Ber-
kah mengajukan sengketa pilkada 
ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal 
ini dimungkinkan sesuai ketentuan 
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah 
disebutkan beberapa ketentuannya se-
bagaimana diatur dalam Pasal 157 dan 
Pasal 158 yang intinya bagi pasangan 
calon yang tidak puas dengan hasil 
Pilkada Serentak 2017, maka yang ber-
sangkutan bisa mengajukan sengketa 
pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) 
tiga hari pasca penetapan hasil pilkada. 
Namun, syarat pengajuan sengke-
ta pilkada harus memenuhi selisih 2 
sampai 0,5 persen dari jumlah suara sah 
pilkada.   

Kemudian, dalam amar putusan sela 
nomor 34/PHP-BUP-XV/2017 MK RI 
mengabulkan permohonan Pemohon 
untuk sebagian yakni membatalkan 
keputusan KPU Bombana tentang pen-
etapan rekapitulasi hasil penghitungan 
perolehan suara dan hasil Pilkada Bom-
bana Tahun 2017 tanggal 23 Februari 
2017.Pembatalan ini berkenaan dengan 
perolehan suara di tujuh TPS di empat 
kecamatan Kabupaten Bombana.    

Untuk itu, MK memerintahkan ke-
pada KPU Bombana untuk melakukan 
pemungutan suara ulang (PSU) pada 7 
TPS tersebut dalam waktu paling lama 
30 hari kerja setelah putusan diucapkan. 
7 TPS itu masing-masing di TPS 2 Desa 
Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; TPS 
1 Desa Larette, Kecamatan Poleang 
Tenggara; TPS 1 Desa Marampuka (TPS 
1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara; 
TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), 
Kecamatan Poleang Tenggara; TPS 1 
Desa Lamoare, Kecamatan Poleang 
Tenggara; TPS 1 Desa Hukaea, Keca-
matan Rarowatu Utara; dan TPS 2 Desa 
Lantari, Kecamatan Lantari Jaya. PSU 
pun dilakukan pada Rabu 7 Juni 2017.  

Hasilnya pasangan Bertahan 
memperoleh 1.406 suara sedangkan 
pasangan Berkah mendapat 1.106 

suara atau selisih 30 suara. Akhirnya, 
dalam sidang yang berlangsung Senin 
31/7 Ketua MK Arief Hidayat memba-
cakan langsung keputusan Nomor 34/
PHP-BUP-XV/2017 yang memenangkan 
pasangan Bertahan sebagai pemenang 
Pilkada Bombana. Total keseluruhan 
pasangan Berkah 39.734 suara, semen-
tara pasangan Bertahan mengumpul-
kan sebanyak 41.016 suara.  

Tidak hanya soal sengketa hasil 
pilkada ke MK, terkait PSU pasangan 
Berkah juga mengadukan ketua dan 
anggota KPU dan anggota Panwaslu 
Kab. Bombana ke DKPP atas dugaan 
pelanggaran kode etik penyelenggara 
Pemilu. Aduan bernomor 104 & 105 /
DKPP-PKE-VI/2017 diterima staf pen-
gaduan DKPP pada 7 Juli 2017.  

Setelah melalui verifikasi formil dan 
materiil akhirnya sidang dijadwalkan 
pada 8 Agustus 2017 bertempat di 
kantor Polda Provinsi Sulawesi Teng-
gara, Kota Kendari. Ada tujuh pokok 
pengaduan yang dibacakan langsung 
oleh Kasra Jaru Munara yang dalam 
Pilkada Kab. Bombana berpasangan 
dengan Man Arfa (Berkah). Pertama, 
ketua dan anggota KPU Kab. Bombana 
dinilai tidak profesional karena dalam 
perencanaan dan pelaksanaan pemung-
utan suara ulang (PSU) tidak didukung 
dengan pembiayaan yang memadai.

“Hal ini menyebabkan pihak terkait 
(Panwas, Polri, dan TNI) tidak mem-
peroleh alokasi dana untuk mengawal 
pelaksanaan PSU serta tidak terben-
tuknya Sentra Gakkumdu di Kabupaten 
Bombana sehingga penanganan tindak 
pidana tidak optimal,” kata Karsa.

Kedua, terkait pembagian logis-
tik Pemilihan ke lokasi TPS (TPS 1 
Lamuare, TPS 1 Larete, TPS 1 dan 2 
Marampuka) tidak terkoordinasi den-
gan baik dengan PPK dan PPS.

“Pendistribusian logistik di empat 
TPS tersebut terlambat yang mulia ma-
jelis hakim, dan baru sampai pada pukul 
08.30 Wita, padahal PSU dimulai pukul 
07.00 waktu setempat. Hal ini menye-
babkan PSU di TPS 1 Desa Lamoare 
tidak bisa dilaksanakan pada tanggal 7 
Juni 2017 dan dimundurkan pada tang-
gal 10 Juni 2017,” lanjut dia.

Ketiga, pleno rekapitulasi hasil peng-
hitungan suara tingkat PPK tidak sesuai 
jadwal dan tahapan yang ditetapkan 
KPU Bombana. 

“Pleno dilaksanakan pada 8 Juni 2017 
di Gedung KPU Bombana yang menye-
babkan minimnya koordinasi dengan 
pihak-pihak terkait dan timbul kesan 
dilakukan secara tergesa-gesa. Bahkan 
rapat pleno PPK Kecamatan Poleang 
Tenggara dilakukan sebanyak dua kali 
pada 8 dan 10 Juni 2017. Hal tersebut 
bertentangan dengan Pasal 14 huruf a 
UU Nomor 8 Tahun 2015,” jelasnya.

Keempat, KPPS tidak diberikan SK 
penugasan (tanpa dilantik/disumpah) 
sehingga tidak memiliki legal standing 
untuk menyelenggarakan PSU pada 7 
Juni 2017.

Kelima, fakta dugaan money politic 
yang dilakukan oleh Anggota PPK 
Poleang Tenggara a.n Mahrir dan Ketua 
PPS Desa Larete/Lemo a.n Takwin. 
Kedua orang tersebut ditangkap di 
Desa Marampuika, Kecamatan Poleang 
Tenggara beserta sejumlah uang.

Dan ketujuh, Ketua KPU Kabupaten 
Bombana Drs. Arisman dan Anggota 
KPU Kabupaten Bombana Divisi Logis-
tik a.n Andi Usman bersama Ketua PPS 
Desa Larete/Lemo a.n Takwin pada 7 
Juni 2017 berupaya memalsukan doku-
men (tanggal pembuatan dokumen SK 
KPPS). Hal ini berdasarkan percakapan 
di Grup WA Chat PSU Kab. Bombana.

Dalam jawaban yang dibacakan 
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Arisman, KPU Kab. Bombana mem-
bantah semua dalil aduan tersebut. 
“Kami telah melakukan upaya-upaya 
mengkoordinasikan penganggaran 
PSU, baik koordinasi internal maupun 
koordinasi dengan pemda Bombana,” 
kata Arisman.

“Keterlambatan pelaksanaan PSU 
di TPS di Kecamatan Poleang Tenggara 
bukan disebabkan karena tidak profesi-
nalnya KPU Bombana tapi semata-ma-
ta disebabkan adanya faktor lain di luar 
kewenangan dan kemampuan kami 
untuk mengendalikannya,” lanjutnya.

“Terkait pleno rekapitulasi yang 
mulia, kecuali perolehan suara di 
TPS 1 Desa Lamoare yang baru dilak-
sanakan tanggal 10 Juni 2017, rekap di 
Kecamatan Poleang Tenggara untuk 3 
TPS lain telah dilaksanakan tanggal 8 
Juni dan selenjutnya diskorsing untuk 
menunggu perolehan suara di TPS 1 
Desa Lamoare,” tambah dia.

Para Teradu juga membantah dalil 
aduan terkait dugaan politik uang. 
Menurut para Teradu proses penanga-
nan permasalah tersebut tidak memi-
liki cukup bukti untuk diklasifikasikan 
sebagai tindak pidana politik uang seh-
ingga prosesnya tidak dilanjutkan oleh 
Panwas Kab. Bombana. Sedangkan 
sejumlah uang yang ditemukan saat 
anggota PPK di Kec. Poleang Tenggara 
dan Ketua PPS Desa Lereta ditang-
kap adalah uang yang diperuntukkan 
membayar biaya pembuatanTPS dan 
honor validasi pemilih untuk KPPS. Para 
Teradu meminta kepada DKPP untuk 
menerima jawaban mereka sekaligus 
merehabilitasi nama baik mereka.

Selain mengadukan ketua dan 

anggota KPU Kab. Bengkalis, Kasra 
Jaru Munara, calon bupati no urut 1 
dalam Pilkada Kab. Bombana 2017 juga 
mengadukan anggota Panwaslu Kab. 
Bombana ke DKPP, Hasdin Nompo.

Menurut Pengadu sebagai anggota 
Panwas Kabupaten Bombana, Teradu 
seakan-akan berpihak kepada salah 
satu paslon Nomor 2. Pernyataan ini 
dimuat dalam media online Butonpos.
com. “Terkait jalannya PSU pada 7 Juni 
2017, Teradu tidak semestinya menge-
luarkan pernyataan tanpa ada pleno 
terkait ada tidaknya pelanggaran,” kata 
Karsa.

Aduan lain adalah terkait lapo-
ran dugaan pelanggaran ke Panwas 
Kabupaten Bombana bernomor 109/P/
TIP/BERKAH-01/VI/2017 tentang Pen-
gaduan Dugaan Pelanggaran Pemilu 
per Tanggal 9 Juni 2017 tidak pernah 
ditanggapi oleh Panwas, sehingga kami 
keberatan dengan pernyataan Teradu di 
Butonpos.com.

“Semua laporan yang dimasukkan 
di Panwas Bombana belum pernah 
ditindaklanjuti atau diadakan klarifikasi 
lebih lanjut disebabkan ketidaksiapan 
penyelenggara Pemilu dalam penga-
wasan. Sentra Gakkumdu tidak terben-
tuk saat PSU,” lanjut dia.

Teradu membantah semua dalil yang 
diajukan Pengadu. Menurut Teradu, di 
pernyataan yang dimuat dan dikonfir-
masi oleh pihak wartawan pada tanggal 
7 Juni 2017 sekitar jam 17.00 Wita 
adalah apakah ada rekomendasi PSU 
yang dikeluarkan oleh Panwas Kab. 
Bombana. Teradu menjawab bahwa 
untuk saat ini belum ada rekomendasi 
yang dikeluarkan oleh Panwas Kab. 

Bombana.
“Menurut saya tidak ada pernyata-

an yang saya keluarkan yang isinya 
seakan-akan berpihak pada salah 
satu calon atau melanggar ketentuan 
perundang-undangan pemilihan atau 
melanggar ketentuan asas penye-
lenggara pemilu dalam hal ini terkait 
independensi,” jelas Teradu.

“Terkait jalannya PSU tanggal 7 Juni 
2017, saya tidak pernah mengeluarkan 
pendapat seperti yang dimuat dalam 
berita online butonpos.com. Apa yang 
termuat atau menjadi isi berita tesebut 
adalah tulisan atau pendapat dari penu-
lis itu sendiri,” lanjut Teradu.

Sedangkan tentang Pengaduan Du-
gaan Pelanggaran Pemilu per Tanggal 
9 Juni 2017 tidak pernah ditanggapi 
oleh Panwas, Teradu menjelaskan 
bahwa laporan tersebut berdasarkan 
pemeriksaan kelengkapan berkas tidak 
memenuhi baik formal maupun materil. 
“Staf kami telah menyampaikan kepada 
pelapor untuk menlengkapi berkas 
tersebut, namun hingga batas waktu 
yang telah diberikan pelapor tidak per-
nah melengkapinya hingga batas waktu 
dan daluarsa karena itu laporan tidak 
bisa ditindaklanjuti,” tambah Teradu.

Sidang yang bertempat di Mapolda 
Sulawesi Tenggara, Jl. Haluoleo Nomor 
1 Kompleks Bumi Praja Kota Kendari 
ini dijaga ketat oleh Shabara. Sidang 
dimulai pukul 09.00 Wita dan berakh-
ir pukul 15.00 Wita ini dipimpin oleh 
anggota DKPP Prof. Teguh Prasetyo, 
majelis hakim lainnya yakni Dr. Ratna 
Dewi Petalolo, Dr. Ramly, dan Dr. Deity 
Yuningsih dari Tim Pemeriksa Daerah 
Prov. Sultra.g                    

Diah Widyawati

Bulan Agustus, Undang-Undang 
No. 7 Tahun 2017 tentang Pemi-
lu telah diketok oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR). 

Dalam undang-undang tersebut, telah 
terjadi perubahan signifikan dalam 
desain kepemiluan di Indonesia. Lalu 
Bagaimanakah dengan format DKPP 
menurut Undang-Undang baru terse-
but? 

Anggota Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida 
Budhiati mengenalkan DKPP menurut 
Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum dalam acara 
peningkatan kapasitas anggota Panwas 
Kab/Kota se-Jateng di Semarang, Jumat 
(25/8/2017). Dalam Undang-Undang 
7 Tahun 2017, DKPP hanya diberikan 
kewenangan untuk memeriksa dan 

memutus pelanggaran kode etik sam-
pai tingkat penyelenggara kab/kota. 
“Struktur kesekretariatan DKPP akan 
berdiri sendiri dengan kesekretariatan 
tersendiri yang dipimpin oleh seorang 
sekretaris yang berasal dari aparatur 
sipil negara dengan jabatan pimpinan 
tinggi pratama,” katanya.

Ida pun menerangkan sejarah DKPP. 
Asal mula ada DKPP adalah Un-
dang-undang 22 Tahun 2007. Waktu itu, 
DKPP belum permanen masih bersifat 
adhoc. Menginduk di KPU. Sewak-
tu-waktu bisa dibentuk bila ada dugaan 
pelanggaran kode etik.  “Waktu itu 
namanya DK-KPU,” terangnya. 

Kemudian Undang-Undang 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilu, 
DKPP menjadi permanen. Lebih lanjut 
ia jelaskan bahwa maksud daripada 

perubahan UU No 15 menjadi UU No. 
7 tahun 2017 tersebut karena pembuat 
undang-undang ingin agar pemilu di 
Indonesia menjadi Pemilu yang berin-
tegritas. “Pemilu berintegritas terwujud 
oleh penyelenggara Pemilu yang juga 
berintegritas,” ucap mantan anggota 
KPU Jawa Tengah itu. 

Mantan anggota KPU RI 2012-2017 
itu menekankan para peserta agar 
penyelenggara tidak ragu untuk mem-
buat inovasi dan kreativitas sepanjang 
undang-undang tidak mengatur dan 
melarang. “Integritas penyelenggara 
Pemilu bisa diwujudkan oleh peserta 
dengan selalu berpegangan pada UU, 
kode etik penyelenggara Pemilu dan 
semangat untuk melayani dengan di-
dasari nothing to lose,” pungkasnya.g                    

Teten Jamaludin/ Arwani

Kolom Anggota
Penyelenggara Pemilu Jangan Takut Berinovasi dan Berkreasi
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Putusan Perdana, Dua Penyelenggara Pemilu 
Sanksi Diberhentikan Tetap

Dewan Kehormatan Penye-
lenggara Pemilu (DKPP) 
menjatuhkan sanksi berupa 
pemberhentian tetap terhadap 

dua penyelenggara Pemilu, dan sanksi 
peringatan kepada empat penyeleng-
gara Pemilu, serta  peringatan keras 
terhadap dua penyelenggara Pemilu. 
Putusan lainnya adalah berupa sanksi 
pemberhentian dari jabatan sebagai 
ketua. 

Sanksi tersebut disampaikan dalam 
sidang dengan agenda pembacaan 
tiga Putusan pada Senin (28/8/2017) 
pukul 13.30 WIB. Putusan ini merupa-
kan sidang Putusan perdana ketua dan 
anggota DKPP periode 2017-2022. Pada 
sidang Putusan ini, selaku ketua majelis 
ketua majelis Harjono dan anggota 
majelis:  Prof Teguh Prasetyo, Prof 
Muhammad, Alfitra Salamm, dan Ida 
Budhiati. 

“DKPP menjatuhkan sanksi pem-
berhentian tetap dari jabatan sebagai 
Ketua KPU Kabupaten Bombana 
kepada Arisman dan sebagai (sanksi, 
red) peringatan keras sebagai anggota 
KPU Kabupaten Bombana. DKPP men-
jatuhkan sanksi berupa pemberhentian 
tetap kepada Ashar dan Anwar sebagai 
Anggota KPU Kabupaten Bombana,” 
kata Harjono saat membacakan amar 
Putusan. 

Penyelenggara Pemilu lain yang 
mendapatkan sanksi berupa peringa-

tan keras adalah Samahuddin, ketua 
KPU Provinsi Kalimantan Selatan. 
Sementara itu, penyelenggara Pemilu 
yang mendapatkan sanksi peringa-
tan: Kasjumriati Kadir, Andi Usman, 
masing-masing sebagai anggota KPU 
Kabupaten Bombana, dan Hairansyah 
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serta Nur Kholis Majid selaku anggota 
KPU Provinsi Kalimantan Selatan. 

Sementara itu, terhadap delapan 
penyelenggara Pemilu yang tidak me-
langgar kode etik, DKPP merehabilitasi 
nama baiknya. Mereka adalah ketua 

Jadi Putusan itu bukan 
hanya sekedar Putusan. 

Saya berharap 
menjadi pelajaran, 

agar bisa menjadi proses 
preventif atau pencegahan, 

dan paling tidak 
bagi penyelenggara Pemilu 

memahami bahwa ini 
sudah pernah terjadi 
sehingga tidak perlu 

diulangi.

dan anggota KPU Kabupaten Mimika: 
T. Ocepina Magal, Derek Mote, Alfrets 
Petupetu, Yoe Luis Rumaikewi, dan 
Reinhard Gobay. Dari KPU Kalimantan 
Selatan, Masyitah Umar dan Sarmuji  
sebagai anggota KPU Provinsi Kali-
mantan Selatan, serta  Hasdin Nompo,  
mantan anggota Panwaslu Bombana.

Menurut Anggota DKPP  Alfitra 
Salamm, pembacaan Putusan ini mer-
upakan Putusan perdana bagi anggota 
DKPP untuk masa tugas 2017-2022. Ke-
lima perkara yang dibacakan Putusan-
nya ini telah disidangkan sebelumnya. 
Alfitra berharap setiap penyelenggara 
pemilu dapat memperhatikan, memon-
itoring dan menjadikan pelajaran agar 
tidak terulangi. Pasalnya, apa yang 
terjadi pada KPU Mimika, Panwas dan 
KPU Bombana serta KPU Kalimantan 
Selatan ini bisa saja terjadi pada penye-
lenggara Pemilu di tempat lain. 

“Jadi Putusan itu bukan hanya se-
kedar Putusan. Saya berharap menjadi 
pelajaran, agar bisa menjadi proses 
preventif atau pencegahan, dan paling 
tidak bagi penyelenggara Pemilu 
memahami bahwa (permasalahan, 
red) ini sudah pernah terjadi sehingga 
tidak perlu diulangi. Putusan-putusan 
sidang itu bisa disosialisasikan pada 
penyelenggara Pemilu. Jangan sampai 
kejadian serupa terulang. Sidang ini 
sangat strategis untuk bahan pelaja-
ran,” katanya. g Teten Jamaludin
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Plkada Serentak Gelombang 
Pertama 9 Desember 2015, 
diikuti oleh sebanyak 53 persen 
atau 269 daerah dari 34 provin-

si, 412 kabupaten, dan 93 kota yang 
tergabung dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). 269 daerah 
tersebut terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, 
dan 224 kabupaten.  Adapun 9 Provinsi 
yang  menggelar pemilihan Gubernur 
dan wakil Gubernur, yaitu; (1) Kaliman-
tan Utara, (2) Kalimantan Tengah, (3) 
Sumatera Barat, (4) Kepulauan Riau, (5) 
Bengkulu, (6) Sulawesi Utara, (7) Jambi, 
(8) Sulawesi Tengah, (9) Kalimantan 
Selatan. 

Pilkada Serentak Gelombang 
Pertama harus diakui berjalan sukses. 
Akan tetapi, bukan berarti Pilkada 
2015 tanpa hambatan. Beberapa 
permasalahan yang terjadi di antaranya 
telah menyebabkan terjadinya 
penundaan 5 (lima) daerah yang 
Pilkadanya tidak dapat dilaksanakan 
serentak tanggal 9 Desember 2015  
karena persoalan hukum. Kelima 
daerah tersebut adalah Provinsi 
Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, 
Kabupaten Simalungun, Kota Manado, 
dan Kota Pematangsiantar. 

Pilkada Serentak Gelombang Kedua 

15 Februari 2017, diikuti sebanyak 101 
daerah yang terdiri atas 7 Provinsi, 
18 Kota, dan 76 Kabupaten. Adapun 
7 (tujuh) Provinsi yang menggelar 
Pemilihan Gubernur dan wakil 
Gubernur, yaitu; (1) Aceh, (2) Bangka 
Belitung, (3) Banten, (4) DKI Jakarta, (5) 
Sulawesi Barat, (6) Gorontalo, (7) Papua 
Barat.  

Berbagai permasalahan yang terjadi 
selama Pilkada 2017, sama halnya 
dengan Pilkada 2015.  Jika dilihat dari 
tugas dan fungsi  DKPP, maka DKPP 
dapat menyajikan tabel berisi data 
jumlah pengaduan dan penanganan 
Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan 
oleh Penyelenggara Pilkada, dalam 
semua tahapan. 

1)	 Data terkait pengaduan dari 
unsur pengadu

2)	 Data pengaduan terkait 
dengan tahapan Pilkada

Masih banyak data lain di DKPP, 
tapi data ini setidaknya dapat menjadi 
penilaian bagi semua pihak, di 
antaranya; Pertama, untuk mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
unsur pengadu dalam melakukan 
pengaduan kepada DKPP terkait 
penyelenggara Pemilu yang diduga 
melakukan pelanggaran kode etik, dan 
jenis pelanggaran apa yang diadukan. 
Kedua, tahapan Pilkada memiliki 
tingkat kesibukan, keseriusan, dan 
kepentingan yang berbeda oleh semua 
stakeholder Pilkada. Tentu dengan 
mengetahui tingkat prosentase jumlah 
pengaduan yang berbarengan di antara  
jadual tahapan, akan dapat dijadikan 
alat ukur, atau memberikan penilaian/
pengamatan dan solusi untuk perbaikan 
penyelenggaraan Pilkada pada 
gelombang-gelombang berikutnya. 

Tabel 1; Data Pengaduan Berdasarkan Unsur Pengadu 
pada Pilkada 2015 dan 2017

No Unsur Pengadu
Pengaduan

Pilkada 2015
%

Pengaduan
Pilkada 2017

%

1 Peserta Pemilu (Paslon) 159 31,61% 88 34,78%

2 Tim Kampanye 78 15,51% 40 15,81%

3 Masyarakat (Pemilih) 177 35,19% 81 32,02%

4 Partai Politik 17 3,38% 6 2,37%

5 Sekretariat KPU/Bawaslu 72 14,31% 38 15,02%

Total 503 100% 253 100%
   		     Sumber: Sekretariat Biro Administrasi DKPP.

Tabel ini menjelaskan tentang 
tingkat kepedulian (ketidakpuasan) 
masyarakat (pemilh) dan Peserta 
Pemilu (Paslon) terhadap Pilkada 
Serentak Gelombang Pertama Tahun 

Dalam rangka menciptakan penyelenggara pemilu 
yang mandiri, kredibel, dan berintegritas, 

DKPP akan membangun pondasi etika 
bagi penyelenggara melalui program pencegahan (preventive), 

sebagaimana yang sekarang ini menjadi trend 
di dunia peradilan pada umumnya, 

seperti pengembangan dan pendidikan etika 
bagi semua stakeholder pemilu.

Pemilihan Kepala Daerah dan Penanganan 
Pelanggaran Kode Etik Bagi Penyelenggara Pemilu

Oleh Dr. Harjono, S.H., MCL 
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

[ Bagian kedua dari dua tulisan ]

2015 dan 2017, khususnya dalam 
hal dugaan terjadinya pelanggaran 
kode etik oleh penyelenggara Pemilu 
menempati posisi tertinggi di antara 
unsur yang lain. Ini menunjukkan 

bahwa penyelenggaraan Pilkada 2015, 
2017 masih syarat dengan berbagai 
persoalan.      

Peran DKPP 
dalam Pilkada Serentak 
Gelombang Pertama Tahun 2015 
dan Gelombang Kedua Tahun 2017.
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Tabel 2;  Pengaduan pada Pilkada 2015 dan Pilkada 2017 
Berdasarkan Tipologi Tahapan Pilkada

No Tahapan
Pengaduan

Pilkada 2015
%

Pengaduan
Pilkada 2017

%

1 Persyaratan Calon 135 26,84% 73 28,85%

2 Sengketa Adm 47 9,34% 31 12,25%

3 Kampanye 50 9,94% 16 6,32%

4 DPT 51 10,14% 13 5,14%

5 Pencoblosan 39 7,75% 46 18,18%

6 Rekapitulasi/PSU 30 5,96% 26 10,28%

7 Lain-lain 151 30,02% 48 18,97%

Total 503 100% 253 100%
Sumber: Sekretariat Biro Administrasi DKPP, Juni 2017.

Tabel ini menunjukkan bahwa 
tahapan pengajuan Persyaratan Calon, 
baik pada Pilkada 2015 maupun Pilkada 
2017 di posisi tertinggi dalam dugaan 
pelanggaran kode etik yang dilakukan 
oleh penyelenggara Pemilu. Akibat 
yang ditimbulkan di antaranya adalah 
terkait penundaan 5 (lima) daerah pada  
Pilkada Serentak 2015.  Perihal lain-
lain yang menduduki posisi tertinggi 
pada Pilkada 2015, terkait pelanggaran 
non tahapan, khususnya terkait 
pelanggaran terhadap perundang-
undangan dan/atau berbagai peraturan 
tentang Pilkada.      

Dari sisi kuantitas data terkait 

pengaduan dari unsur pengadu dan 
data pengaduan terkait dengan 
tahapan pilkada pada Pilkada 2017 
dan 2017 menunjukkan, bahwa 
penyelenggaraan pilkada dua 
gelombang tersebut mewariskan 
banyak persoalan yang harus dievaluasi 
dan dicarikan solusi untuk perbaikan. 

Banyaknya pengaduan yang 
masuk dan perkara yang diputus 
oleh DKPP, sudah semestinya bukan 
merupakan tolak ukur prestasi 
kinerja DKPP. Tolak ukur keberhasilan 
suatu lembaga peradilan (termasuk 
DKPP sebagai Pengadilan Kode 
Etik bagi Penyelenggara Pemilu) 

adalah berkurangnya pengaduan 
yang diterima/proses, karena para 
penyelenggara pemilu sudah mengerti, 
patuh, dan taat dengan kode etik bagi 
penyelenggara pemilu.

Oleh karena itu, dalam rangka 
menciptakan penyelenggara 
pemilu yang mandiri, kredibel, dan 
berintegritas, DKPP akan membangun 
pondasi etika bagi penyelenggara 
melalui program pencegahan 
(preventive), sebagaimana yang 
sekarang ini menjadi trend di dunia 
peradilan pada umumnya, seperti 
pengembangan dan pendidikan etika 
bagi semua stakeholder pemilu. g



Sisi Lain

Sidang Kode Etik DKPP 
Dijaga Shabara Polda Sultra

Ada pemandangan yang tidak 
biasa saat Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP) 
menggelar sidang kode etik 

penyelenggara Pemilu dengan Teradu 
anggota dan ketua KPU Kab. Bombana 
serta  anggota Panwaslu Bombana di 
Mapolda Sulawesi Tenggara, Selasa 8/8.

Pintu masuk ruang sidang di lantai 
dua nampak dijaga oleh empat orang 
petugas kepolisian lengkap dengan 
senjata laras panjang . Mereka adalah 
satuan Sabhara Polda Sulawesi Tengga-
ra. Satuan ini adalah tulang punggung 
keamanan sehari-hari, melakukan 
tugas-tugas berisiko tinggi seperti 
pengamanan obyek vital, pengawalan 
pusat perekonomian, dan sebagainya. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, 
Sabhara dilengkapi satu senapan 
khusus yang disebut Sabhara V2 buatan 
Pindad.

Meliat situasi yang berbeda selama 
melakukan tugas liputan dan dokumen-
tasi sidang DKPP di beberapa Mapolda 
di seluruh Indonesia, hal ini menimbul-
kan rasa keingintahuan staf publikasi 
dan sosialisasi DKPP yang bertugas. 
Apakah ada  situasi keamanan tertentu 
yang menyebabkan sidang DKPP kali 
ini harus dijaga sedemikian ketatnya?

Dijumpai di ruang kerjanya, Kabag 
Dal Ops Polda Sulawesi Tenggara Kom-
pol Irwan Andi menjelaskan kepada staf 
DKPP yang bertugas. “Tidak ada yang 
spesial mbak, setiap ada kegiatan yang 
menggunakan fasilitas Polda  Sultra dan 

untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak 
diinginkan SOP kami memang seperti 
ini,” kata Andi.

“Beberapa kali DKPP sidang di 
Mapolda Sultra ini Pak, melalui vidcon 
tapi tidak ada pengamanan dengan 
Shabara bersenjata,” tanya staf DKPP.

Menurut Irwan Andi apa yang dilaku-
kan merupakan bagian dari standar 
operational prosedur (SOP) Mapolda 
Sultra. Siapapun yang melaksanakan 
kegiatan di Mapolda SOPnya tetap 
akan seperti ini. Begitu juga jika ada 
kegiatan di luar markas, misalnya ke-
giatan sidang ini dilakukan di Bawaslu 
anggota tetap bersenjata.

“Kita siapkan pengamanan secara 
personalnya, SOP di penjagaan saja 
sudah pakai sistem senjata. Belajar dari 
kasus-kasus yang pernah terjadi (ban-
yak kantor polisi yang menjadi sasaran 
penyerangan-red) hal itu kita antisipasi 
juga. Pengalaman situasi sekarang 
kan di  markas polisi banyak kejadian, 
aparat tidak mencurigai oknum dari 
mana, orang yang bersengketa atau 
yang kayak gimana. Tapi kan orang bisa 
saja memanfaatkan momen,  apalagi 
sidang DKPP bersifat terbuka mas-
yarakat bisa hadir, media juga,” tambah 
Andi.
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Sesuai SOP memberikan keamanan di markas, 
bukan karena ini Bombana, kami tidak masuk ke materi sidang, 
tidak ada perlakuan khusus semua daerah 
pun jika bersidang di sini SOPnya akan tetap sama

 “Dengan pengamanan yang ketat 
setidak-tidaknya orang yang berniat 
tidak baik kepada  masyarakat yang 
hadir atau personil DKPP yang bertugas 
akan berpikir ulang. Selain menjaga 
keamanan markas adalah kewajiban 
bagi kami untuk melindungi dan men-
gayomi masyarakat. Hal ini juga berlaku 
bagi lembaga lain di luar DKPP misaln-
ya kementrian, pemda  jika  melakukan 
kegiatan,” tambah dia.

“Bapak Kapolda telah memerin-
tahkan kepada kami untuk memfasil-
itasi sidang DKPP. Tidak ada masalah, 
asalkan sebelumnya telah bersurat dan 
menyampaikan jadwal, kami siap mem-
fasilitasi dan memberikan pelayanan 
yang terbaik bagi masyarakat. Kami 
melihat situasi dan intensitas, apalagi 
sekarang sudah mau 17 Agustus . Intin-
ya kami tetap sesuai SOP memberikan 
keamanan di markas, bukan karena ini 
Bombana, kami tidak masuk ke materi 
sidang, tidak ada perlakuan khusus 
semua daerah pun jika bersidang di sini 
SOPnya akan tetap sama. SOP pen-
gamanan di markas apalagi jam-jam 
dinas, kami tetap mengamankan ang-
gota, masyarakat, tamu atau kegiatan 
yang dilakukan di lingkungan markas,” 
tegasnya. g                    

Diah Widyawati
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Judul Buku : Militer dan Politik 
di Turki: Dinamika 
Politik Pasca-AKP 
Hingga Gagalnya 
Kudeta

Penulis : Alfan Alfian

Penerbit : Penjuru Ilmu  

Cetakan : 2018

Tebal Buku : 293 Halaman

Info Pustaka

Menata Partai Politik: Dalam 
Arus Demokratisasi Indonesia

Mendirikan partai politik adalah 
hak setiap warga negara. hanya 
saja demokrasi membutuh-

kan substansi harus berorientasi bagi 
kesejahteraan rakyat. Menjamurnya 
jumlah partai politik sangat potensial 
menggerus substansi tujuan berbangsa 
dan bernegara  itu. Panggung politik 
yang seyogianya menjadi ajang perlom-
baan untuk meningkatkan kesejahter-
aan rakyat, bisa berbalik arah hanya 
untuk kepentingan sesaat para petinggi 
partai. Dan kecenderungan itu  sudah 
terlihat nyata dalam satu dekade refor-
masi ini. Politik bagai lahan bisnis saja, 
dimanfaatkan  oleh mereka yang ingin 
mencari keuntungan materi dari politik. 

Padahal, partai politik adalah pilar 
demokrasi. Kalau pilar ini tidak lagi 
dipercaya rakyat, maka itu merupakan 
ancaman serius terhadap keberlangsun-
gan demokrasi di Indonesia. Karena itu, 
mengembalikan partai politik kepada 
jalur yang benar dalam arus demokra-
tisasi di Indonesia  menjadi tanggung 
jawab kita semua. 

Demokrasi acapkali hanya dipaha-
mi sebagai proses suksesi kekuasaan 
dalam politik, sembari melupakan atau 
mengabaikan tanggung jawab sosial 
yang terkandung di dalamnya. Tanggu-
ng jawab sosial yang dimaksud adalah 

menciptakan tatan sosial yang men-
dukung kesejahteraan rakyat. 

Kesejahteraan rakyat tidak bisa di-
pandang terpisah dari proses demokra-
tisasi itu sendiri. Berkaca pada pengala-
man banyak negara tentang bagaimana 
menghadapi dua persoalan besar ini: 
yakni melakukan upaya demokratisasi 
politik sambil menggearkan pertum-
buhan ekonomi. Tidak sedikit negara 
yang jatuh dari proses demokratisasi ini 
hanya karena pertumbuhan ekonomi 
dan kesejahteraan tidak mendukung. 

Buku ini mengulas juga irisan 
demokrasi dengan ekonomi. Penulis 
sejalan dengan pikiran Amartya Sen, 
pada dasarnya, demokrasi memberi-
kan kesempatan kepada pengemban-
gan kesejahteraan masyarakat. Sen 
mengambil contoh seperti di India dan 
membandingkan dengan China. India 
dengan sistem demokrasinya tampak 
lebih cepat mengatasi masalah kelapa-
ran dibanding China yang tertutup. 
Rupanya keterbukaan sistem politik 
dan informasi di India dengan cepat 
membuka kasus-kasus kelaparan yang 
ada, sehingga bisa dengan mudah dicari 
jalan keluarnya. Sementara kelaparan 
di China susah diidentifikasi dengan 
sistem informasi yang tertutup. g                    

Tetetn Jamaludin

Militer dan Politik di Turki

Matra Mengapa Percobaan kude-
ta terjadi di Turki (15 Juli 2016)? 
Bukankah militer telah terde-

politisasi pasca-AKP (Partai Keadilan 
dan Pembangunan) berkuasa sejak 
2002? Benarkah militer telah benar-be-
nar mengendorkan sikapnya yang ketat 
terhadap ideologi sekuler? Mengapa 
benturan politik yang keras tak ter-
elakan, justru di lingkaran aliansi politik 
AKP? Bagaimana memahami militer 
dalam dinamika kekuatan-kekuatan 
politik dan perkembangan regional 
Turki yang sarat konflik?

Sejarah militer Turki sangat menarik 
untuk disimak. Pasalnya, karena militer 
pernah berkali-kali melakukan pem-
berontak. Yang paling menarik adalah 
di era Mustafa Kemal.       

Buku ini dikembangkan dari disertasi 
ilmu poliitk penulisnya dengan menyer-
takan ulasan mutakhir pada Poskrip, 
buku ini memotret rumitnya dinamika 
politik di Turki yang tak sekedar ditan-
dai kontestasi militer dan sipil, tetapi 
juga pergumulan ranah politik yang 

sering kali absurd. Kasus percobaan 
kudeta yang gagal dewasa ini, terle-
pas kontroversi menyertainya, segera 
merevisi “model demokrasi Turki”. 
Tema sentral studi ini menarik terutama 
apabila ditelaah perbandingannya den-
gan negara-negara lain, seperti Mesir, 
Thailand, dan dalam konteks tertentu, 
Indonesia.g                    

Teten Jamaludin
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Dalam Arus Demokratisasi 
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DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran 
kode etik di kantor KPU Provinsi Papua, Jumat (18/8). Dari 33 
penyelenggara Pemilu yang ditetapkan sebagai Teradu, hanya 15 
orang yang menghadiri sidang pemeriksaan

Sekretariat Biro Administrasi DKPP, mempersiapkan Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dalam rangka menyesuaikan 
dengan  UU  No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Biro Administrasi DKPP berhasil meraih juara ketiga lomba 
menghias tumpeng  yang diadakan dalam rangka memperingati 
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 72 di lingkungan 
Sekretariat Jenderal Bawaslu RI.

Anggota DKPP, Prof. Muhammad menjadi narasumber pada 
kegiatan Rakor Bawaslu & KPU Provinsi Jatim serta Panwas & 
Kabupaten/kota Se-Provinsi Jatim (29-30/8) di Sidoarjo.

Diskusi etika  perdana diselenggarakan oleh DKPP  di Jakarta, Rabu 
(2/8/2017). Narasumber Ketua DKPP Harjono, dan Haryatmoko, 
dosen Universitas Sanatha Dharma Yogyakarta.

Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro melantik pejabat di 
lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelantikan berlangsung di Ruang 
Rapat Bawaslu, Lantai 4 Gedung Bawaslu, Jakarta pada Jumat (18/8). 
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